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Nur Waidah, Nomor Induk Mahasiswa B11111435 Hukum Administrasi 
Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul 
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Rumah Sakit Awal 
Bros Makassar. Dibimbing oleh Irwansyah dan Muhammad Djafar Saidi. 
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pelaksanaan wewenang pejabat 
pengawas lingkungan terhadap izin lingkungan di Rumah Sakit Awal Bros 
Makassar dan (2) mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap izin 
lingkungan Rumah Sakit Awal Bros Makassar. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif 
deskriptif yang bersifat menggambarkan objek penelitian serta hubungan 
atau pengaruh antara gejala yang satu dengan yang lainnya terkait objek 
penelitian. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan yang dilakukan pejabat 
pengawas lingkungan hidup sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-
undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1), Dari hasil 
evaluasi pengawasan yang ditemukan bahwa Rumah Sakit Awal Bros tidak 
taat pada kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan yang dimiliki, 
terbukti dari beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam hasil evaluasi 
Perusahaan periode 2012-2013. 
Saran Penulis perlunya sosialisasi pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kota Makassar kepada perusahaan tentang makna dan manfaat PROPER 
(Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup), pada PROPER Rumah Sakit Awal Bros akan mendapat 
peringkat biru, hijau bahkan emas ( taat lingkungan) yang artinya akan 
menumbuhkan citra baik bukan seperti sekarang yang mendapat peringkat 
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A.Latar Belakang Masalah 
 Alam lingkungan yang prosesnya berlangsung secara alamiah, akan 
memperoleh keseimbangannya juga secara alamiah salah satu asas yang 
berlaku dialam ini ialah bahwa keanekaragaman menjadi dasar kestabilan. 
Tentu saja dengan campur tangan manusia keanekaragaman tersebut akan 
disederhanakan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam memanfaatkan 
alam yang bersangkutan dengan kata lain akibat campur tangan manusia 
sumber daya alam tertentu menyebabkan rendahnya keanekaragaman 
sumber daya alam tersebut, dan merupakan salah satu faktor rendahnya 
tingkat kestabilan.1 
  Permasalahan lingkungan dewasa ini sudah terjadi diseluruh titik 
episentrum alam, kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an 
sebagai akibat dari beberapa kasus lingkungan didunia antara lain masalah 
asap dan kabut (smoke fog) di Los Angeles yang berasal dari gas buangan 
kendaraan pabrik menyelubungi kota dan berlangsung berhari-hari , penyakit 
minamata di jepang akhir tahun 1953. Akibat keracunan metilmerkuri dan 
kadmium pada ikan yang dikomsumsi ataupun bersumber dari limbah yang 
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mengandung raksa (Hg) dari beberapa pabrik kimia yang dibuang ke teluk 
Minamata sementara pada tahun 1960-an masih di Jepang terjadi juga 
keracunan logam kadmium (Cd) dari perusahaan tambang seng yang 
kemudian di kenal dengan penyakit Itai-itai, ledakan reaktor nuklir Chernobyl 
di Rusia yang mengirimkan debu-debu nuklir ke Eropa sehingga 
meningkatkan risiko kanker, bocornya pabrik pestisida di Bhopal yang 
mengakibatkan lebih dari 2.000 orang meninggal serta mencederai 
(kebutaan) pada lebih dari 200.000 orang lainnya, India, banjir dan 
kekeringan yang melanda beberapa negara, seperti Afrika, India, Amerika 
Latin serta hampir seluruh Asia. Tindak lanjutnya di mulai dari kalangan 
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan hasil gerakan 
Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970) dilaksanakanlah 
Deklarasi Stockholm/United Nation Conference on the Human Enviroment di 
swedia dari tanggal 5-16 Juni 1972 kemudian di susul gerakan Dasawarsa 
Pembangunan Dunia ke-2 di Rio de jeneiro,Brazil. 
Manusia hidup didunia menentukan lingkungannya atau ditentukan 
oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap 
maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara 
fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan 
kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan 
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dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai 
dengan kemampuan serta melihat situasinya.   
Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang 
antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta 
musim menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu 
indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia dengan jumlah 
penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman 
hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi 
dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut,darat dan udara 
berdasarkan wawasan Nusantara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu 
kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke 
daerah.2 
 Undang-Undang Dasar 1945 pun mengamanatkan pemerintah dan 
seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan 
hidup agar budaya sadar lingkungan tetap menjadi penunjang hidup generasi 
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sekarang dan yang akan datang baik bagi rakyat Indonesia sendiri maupun 
untuk makhluk lain, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat : 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang. 
Untuk melaksanakan amanat konstitusi diatas, dibentuklah perundang-
undangan bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, sampai tahun 2009 Indonesia 
memberlakukan 3 (tiga) Undang-undang bidang lingkungan hidup yakni 
Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan berlaku dengan  Undang-
undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir 
setelah dicabutnya pula Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberlakukanlah Undang-undang No.32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sampai sekarang. 
Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana maka lahirlah Peraturan 
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, terlebih dahulu 
definisi izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan 
memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pemrakarsa wajib menyusun dokumen 
Amdal atau UKL-UPL dan mempresentasikan dihadapan Komisi Penilai 
Amdal serta perwakilan masyarakat yang terkena dampak, Komisi Penilaian 
Amdal melakukan penilaian dan hasilnya berupa rekomendasi hasil penilaian 
akhir yang nantinya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati 
Walikota sesuai kewenangannya. Pemrakarsa yang tidak mampu menyusun 
dokumen Amdal/UKL-UPL dapat meminta bantuan jasa konsultan Amdal 
atau perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam penyusunan 
Amdal. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada 
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya bersama 
dengan pengajuan dokumen Amdal (Amdal/RKL/RPL) atau pemeriksaan 
UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan ini ketika disampaikan harus 
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dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, dokumen 
pendirian usaha atau kegiatan serta profil usaha. Rekomendasi hasil 
penilaian akhir Amdal/UKL-UPL yang disampaikan komisi penilaian Amdal 
kepada yang berwenang (Menteri,Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi bahan 
pertimbangan dalam memberikan izin. Pejabat yang berwenang setelah 
menerima permohonan izin lingkungan, wajib mengumumkan kepada 
masyarakat luas (melalui media cetak dan elektronik). Masyarakat yang 
terkena dampak akibat adanya usaha/kegiatan wajib memberikan masukan 
guna menjadi bahan pertimbangan (batas waktunya selama tiga hari kerja 
sejak diumumkan) setelah dipertimbangkan, izin lingkungan kemudian 
diterbitkan. 
Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni 
ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimilikioleh 
seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau beschikking 
welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was, (ketetapan yang 
memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan 
demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang 
bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi 
atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan 
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ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya 
sebagaimana yang telah disebutkan diatas.3   
Selanjutnya dibutuhkan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin 
lingkungan diperlukan karena sebagai langkah preventif dengan 
memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam perizinan. Kewajiban 
pemegang izin lingkungan yaitu menaati persyaratan dan kewajiban-
kewajiban yang terdapat didalam izin pengelolaan lingkungan hidup apa lagi 
di bidang kesehatan, pengawasan terhadap izin lingkungan rumah sakit amat 
sangat dibutuhkan selain meningkatkan taraf hidup sehat orang yang berobat 
di rumah sakit tersebut juga sebagai meningkatkan pembangunan kehidupan 
wawasan berkelanjutan. 
Sebagaimana diketahui bahwa sebagai sebuah negara hukum 
kesejahteraan yang dianut Indonesia, maka tugas utama pemerintah untuk 
mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut 
sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat, ini dapat di lihat 
dengan dibentuknya Badan Lingkungan Hidup (BLH), sebagai pejabat 
pengawas lingkungan hidup yang berwenang antara lain: 
a. Melakukan pemantauan; 
b. Meminta keterangan; 
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c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 
diperlukan; 
d. Memasuki tempat tertentu; 
e. Memotret; 
f. Membuat rekaman audio visual; 
g. Mengambil sampel; 
h. Memeriksa peralatan; 
i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau; 
j. Menghentikan pelanggaran tertentu; 
Pelanggaran terhadap izin PPLH dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap izin lingkungan maka berdasarkan pasal 76 UUPPLH, Menteri, 
Gubernur, dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat 
menerapkan sanksi administratif kepada pelaku jika dalam pengawasan 
ditemukan pelanggaran-pelanggaran maka sanksi administratif yang 
dijatuhkan dapat berupa :  
a. Teguran tertulis; 
b. Paksaan pemerintah; 
c. Pembekuan izin lingkungan atau; 
d. Pencabutan izin lingkungan; 
Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus 2014 Menteri Kesehatan 
mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang 
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klarifikasi dan perizinan rumah sakit. Peraturan ini dikeluarkan dalam upaya 
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui penyempurnaan sistem 
perizinan dan klarifikasi rumah sakit sebagaimana amanat oleh Undang-
undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 
Kehadiran rumah sakit swasta di kota Makassar adalah untuk 
memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia Timur 
dengan memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit yang mengacu pada 
kepuasan pelanggan.4  
Selanjutnya peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No.147/MENKES/PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit sebagai langkah 
keseriusan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit) dalam rangka 
peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 
pemulihan kesehatan, selain merupakan tanggung jawab pemerintah juga 
merupakan hak bagi masyarakat untuk ikut berperan serta. Meskipun 
masyarakat berhak untuk ikut berperan secara nyata seperti mendirikan dan 
menyelenggarakan rumah sakit, tidaklah berarti bahwa masyarakat 
dibolehkan dengan sewenang-wenang atau semau-maunya untuk mendirikan 
dan menyelenggarakannya. Pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan 
dan penguasa Negara berkewajiban untuk selalu menciptakan dan 





memelihara ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dan sebagai 
Negara hukum setiap bentuk kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah 
sendiri maupun masyarakat harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. 
Perizinan rumah sakit harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. 
Setelah izin lingkungan dimiliki oleh suatu rumah sakit bukan berarti 
pemerintah telah lepas tangan dalam izin tersebut, tetapi ada pengawasan 
yang dilakukan atau pemantauan tingkat ketaatan atau tanggung jawab, serta 
kewajiban rumah sakit. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 
XII Pengawasan dan sanksi administrasi bagian kesatu pasal 71 sampai 
dengan pasal 74. Berangkat dari hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik 
untuk melakukan suatu penelitian mengenai hal tersebut untuk meninjau 
bagaimana pengawasan yang di lakukan terhadap izin lingkungan sebuah 
rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Awal Bros di kota Makassar dan 
menuangkan hasilnya kedalam suatu karya ilmiah dengan judul 
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Rumah Sakit Awal 
Bros Makassar. 
B.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang pejabat pengawas lingkungan 
terhadap izin lingkungan di Rumah Sakit Awal Bros Makassar ? 
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan di 
Rumah Sakit Awal Bros Makassar ? 
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang pejabat pengawas 
lingkungan terhadap izin lingkungan di Rumah Sakit Awal Bros 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan 
Rumah Sakit Awal Bros Makassar.  
Kegunaan Penelitian 
1. Teoritis 
- Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 
umpan balik bagi pihak terkait seperti dari pihak Badan Lingkungan 
Hidup Daerah Kota Makassar dan Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
- Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya dan diharapkan dapat 
berguna dan bermanfaat sebagai sumber kepustakaan dalam 
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pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara di masa yang akan 
datang. 
2. Praktis  
Sebagai salah satu syarat guna penyelesaian studi pada Fakultas 

















A.Penegakan Hukum Administrasi Negara  
a.Makna penegakan hukum  
Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau 
konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan 
sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto 
Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide 
atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk 
mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto 
mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan-
pandangan nilai yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai social 
engginerring), pemeliharaan dan mempertahankan sebagai social control 
kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah 
berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut 
ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti 
memutuskan perkara dengan menetapkan hukum dan menemukan hukum in 
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concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil 
dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.5 
 Penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang 
menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu dilingkungan, Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan 
berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada 
pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep 
“Pollution Prevention Pays” dalam proses produksinya. Sarana administratif 
dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, 
terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat 
pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan 
lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap 
pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada 
dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu. 
Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu 
pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif 
terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh 
ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum 
administratif adalah: 
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a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang); 
b. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom); 
c. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een intrichting); 
d. Pengehentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van 
een toestel) 
e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, 
penutupan, dan uang paksa.6 
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan hukum 
merupakan serangkaian aktivitas, upaya, atau tindakan dengan 
mengorganisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang di cita-
citakan oleh pembentuk hukum. Penegakan hukum juga dapat dimaknai 
sebagai kemungkinan memengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait 
pelaksanaan ketentuan hukum sehingga hukum dapat berlaku sebagaimana 
mestinya.7 
Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan “De bestuursrechtelijke 
handhavings-middelen omvatten (1)het toezich dat bestuursorganen 
kennen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet 
gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge 
verplichtingen, en (2)de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie 
bevoegdhenden” (sarana penegakan Hukum Administrasi Negara 
berisi 1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat 
melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang 
ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang 
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lingkungan hidu, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.117. 
7




meletakkan kewajiban kepada individu, dan 2) penerapan 
kewenangan sanksi pemerintahan). Seperti yang di kutip Philipus M. 
Hadjon yang menyebutkan bahwa instrument penegakan HAN meliputi 
pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah 
preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi 
merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. 8 
Tugas-tugas penegakan hukum lingkungan tersebut terutama 
melakukan pencegahan penanggulangan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat 
dari pelaku-pelaku kegiatan usaha yang berlebihan, sebagai tindak lanjut dari 
itu perlu dilakukan berbagai tindakan-tindakan seperti pengkajian serta 
penyusunan, pemantauan, pengawasan (kontrol) serta penerapan sanksi-
sanksi administrasi bagi si pelanggar. 
b.Pejabat Pengawas Lingkungan  
Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah Berdasarkan Keputusan 
Menteri No.07 Tahun 2001 Pasal 1 ayat  
(1) pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara 
langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan 
pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat 
ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan hidup.  
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(2) pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pegawai negeri sipil yang 
berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan 
tertentu dan di angkat oleh Menteri.  
(3) pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil 
yang berada pada instansi-instansi yang bertanggung jawab daerah yang 
memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.        
Selanjutnya Pasal 3 ayat : 
(1) Pejabat pengawasan lingkungan hidup daerah diangkat oleh 
Gubernur, Bupati/Walikota 
(2) Pengusaha pengangkatan PPLH Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab 
daerah kepada instansi yang bertanggung jawab.9 
Adapun peranan pejabat pengawas lingkungan hidup secara umum 
adalah melakukan inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan 
memberikan kesaksian terhadap bukti-bukti yang ditemukan.peranan lain 
pejabat pengawas lingkungan hidup dapat di uraikan dibawah ini: 
3. Sebagai wakil pemerintah  
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Pejabat pengawas lingkungan hidup yang dibeberapa Negara disebut 
dengan inspektur lingkungan (environment inspector) adalah orang yang 
melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lingkungan namun 
dibeberapa Negara seperti Kanada, inspektur ini juga dapat melakukan 
penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya 
memberikan peringatan atau perintah-perintah. Untuk menjadi PPLH/PPLHD 
harus mempunyai kemampuan khusus dengan mengikuti beberapa macam 
kursus di bidang lingkungan hidup, antara lain kursus AMDAL, kursus 
pengambilan sampel/Sampling, kursus pengawasan lingkungan dan lain-lain. 
Sebagai seseorang PPLH baik dipusat maupun di daerah harus dapat 
menunjukkan kemampuan teknis melakukan pengawasan, berdiplomasi dan 
tidak menunjukkan sikap ingin menguasai atau sombong apalagi selalu 
berkeinginan untuk berkolusi. Seseorang PPLH harus dapat mencari atau 
mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menjadi saksi dalam proses 
peradilan untuk menjelaskan data maupun fakta yang sebenarnya. 
Mengingat kewenangan PPLH ini diatur dalam undang-undang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pada hakekatnya PPLH merupakan 
wakil pemerintah pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap 
usaha dan/atau kegiatan. Sebagai wakil (agent) dari instansi pemerintah, 
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PPLH harus dapat memelihara ketelitian, kode etik (sumpah pegawai negeri) 
dan jaminan kualitas hasil pengawasan. 
4. Sebagai pemberi data dalam penegakan hukum 
PPLH dapat memberikan data kepada para penyidik baik PPNS 
lingkungan atau pihak kepolisian untuk menangani kasus pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Data dan fakta yang dikumpulkan juga 
dapat digunakan oleh atasan mereka dalam menerapkan sanksi administrasi, 
Perdata, Pidana sehingga validitas data tersebut sangat penting. 
5. Sebagai saksi  
Pejabat pengawas lingkungan hidup baik di pusat maupun di daerah, 
apabila diminta harus memberikan kesaksian dalam proses penegakan 
hukum lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus apa adanya tidak boleh 
direkayasa, sebelumnya disumpah terlebih dahulu. Pejabat pengawas 
lingkungan hidup harus berani memberikan kesaksian berdasarkan data dan 
fakta yang ada tanpa merasa takut atau mendapat tekanan dari pihak 
tertentu. 
6. Sebagai ahli 
Pejabat pengawas lingkungan hidup yang mempunyai keahlian khusus 
misalnya ahli masalah perminyakan dapat memberikan keterangan ahli di 
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bidang perminyakan pada proses penegakan hukum lingkungan untuk kasus 
lingkungan yang berkaitan dengan industry perminyakan atau tambang 
minyak. 
7. Sebagai penganalisis penegakan hukum 
Pejabat pengawas lingkungan hidup juga berfungsi sebagai penganalisis 
dalam proses penegakan hukum lingkungan sehingga PPLH/PPLHD perlu 
melakukan analisis permasalahan lingkungan dan memberikan masukan 
kepada pimpinan dalam menerapkan penegakan hukum lingkungan dalam 
proses persidangan maupun terhadap hasil putusan pengadilan. 
8. Sebagai Pembina teknis  
Pejabat pengawas lingkungan hidup dapat memposisikan sebagai 
Pembina teknis sesuai dengan keahliannya dan pengalaman yang 
dimilikinya, baik Pembina teknis dalam proses pengawasan di instansinya 
maupun di instansi lainnya. PPLH sebaiknya tidak memberikan saran teknis 
penyempurnaan instalasi pengelolaan air limbah atau membuat desain 
pengolahan air limbah bagi pabrik yang sedang dalam pengawasannya hal 
ini dikarenakan akan terjadi konflik kepentingan dan dapat menjadi 
boomerang bagi PPLH yang bersangkutan. PPLH yang berfungsi sebagai 
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konsultan akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme.10 
Pada saat berlakunya Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 1982 
dan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 
kelembagaan lingkungan diatur secara tegas. Dalam Undang-undang 
Lingkungan Hidup tahun 1982 diatur dalam pasal 18 dan 19, sedangkan 
dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup  tahun 1997 diatur 
dalam pasal 8 sampai 13. Sementara dalam Undang-undang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009, kelembagaan pengelolaan 
lingkungan tidak diatur secara tegas. Ketentuan pasal 63 dan pasal 64 yang 
menegaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 63(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh 
Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Lingkungan Hidup. Dengan 
demikian Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Tahun 2009 juga mengakui keberadaan berbagai kementerian atau lembaga 
pemerintah non kementerian terkait selain itu tugas dan wewenang daerah 
diatur dalam pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009.11 
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Kementerian yang dimaksud pada pasal 64 ayat (1) Undang-undang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 bahwa tugas 
dan wewenang pemerintah sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) di 
laksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri, menteri yang dimakasud 
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disingkat KLH. Dalam 
rangka pengawasan tersebut, pasal 74 ayat (1) Undang-undangan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  menetapkan bahwa: 
pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 
ayat (3) berwenang:  
 
a. melakukan pemantauan;  
b.meminta keterangan;  
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 
diperlukan;  
d. memasuki tempat tertentu;  
e. memotret;  
f. membuat rekaman audiovisual;  
g. mengambil sampel;  
h. memeriksa peralatan;  
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau  
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j. menghentikan pelanggaran tertentu.  
Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan untuk 
melakukan pengawasan tersebut menteri dapat menetapkan pejabat yang 
berwenang melakukan pengawasan dalam hal wewenang pengawasan 
diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat 
yang berwenang melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-
undangan. Pengendali dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan 
dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh 
pemerintah. Setiap pengawasan wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau 
tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat 
pengawasan tersebut, maksudnya memperhatikan situasi dan kondisi tempat 
pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang 
tertulis dan tidak tertulis.12 
B.Izin Lingkungan 
a.Pengertian Izin    
Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh 
pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat digunakan oleh pejabat 
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Siswanto Sunarso,2005,Hukum, Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian 
Sengketa.PT.Rineka Cipta, Jakarta. 
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pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha 
menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang 
menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-
perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. 
Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau 
norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. 
Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan 
terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum 
lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan 
administrasi.13 
Dalam sistem hukum indonesia pengertian izin lingkungan berdasarkan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 (ayat 35) izin lingkungan adalah izin 
yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 
pengelola lingkungan hidup sebagai prasyaratan untuk memperoleh izin 
usaha dan/atau kegiatan. 
Dalam hukum Administrasi Negara izin disejajarkan 
dispenisasi,konsensi, dan lisensi. WF.Prins mengatakan bahwa 
dispenisasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu 
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 Takdir Rahmadi,2011,Hukum Lingkungan di Indonesia,PT.RajaGrafindo,Jakarta, hlm.105. 
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peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang 
istimewa (relaxation legis)14 
Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.JM ten Berge 
membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu, izin merupakan 
instrument paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. 
Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 
mengemudikan tingkah laku para warga. Selanjutnya Izin merupakan 
suatu persetujuan dan penguasaan berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan larangan perundang-undangan,ini dengan memberi izin 
penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut 
perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 
mengharuskan pengawasan khusus atasnya. izin tidak dapat melakukan 
sesuatu kecuali diizinkan.15 
Jadi aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya 
dilarang.seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan 
atas objek tersebut jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang 
mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak 
yang bersangkutan.16 
 
Di dalam kamus hukum izin (vergunning) dijelaskan sebagai 
”Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal 
van handeling waarop in het algemeen belang special teozicht vereist is, 
maar die, in het algemeen,niet als onwenselijk worden beschouwd” 
(perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada 
umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak 
dikehendaki. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan 
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(enveironmental licence) perizinan diistilahkan dengan licence, permit 
(inggris); vergunning (Belanda). Menurut M.M. van Praag, izin adalah 
suatu tindakan hukum sepihak (eenzijdige handeling, een 
overheidshandeling)17 
Selain pengertian yang diberikan oleh beberapa sarjana diatas, ada 
pengertian yang dimuat dalam peraturan yang berlaku misalnya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 
Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai 
pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, 
menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 
Berdasarkan uraian tersebut bahwa izin merupakan alat pemerintah yang 
bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk 
mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah 
preventif karena dalam instrumen izin tidak bias dilepaskan dengan perintah 
dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Izin dapat berfungsi 
sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan 
karena aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan, artinya suatu 
usaha yanga memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani 
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kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan 
lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. 18 
Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan 
pada izin tertulis yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai 
izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Dewasa ini jenis dan 
prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar 
ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. 
Jenis perizinan di Negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan 
Waller menamakan Indonesia sebagai een vergunningenland (Negara 
perizinan).19 Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan 
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan 
pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena 
pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan 
norma keterpaduan pada UU-PPLH. 
b.Fungsi Izin Lingkungan  
Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan 
pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan 
sebagai persyaratan izin sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu 
untuk menaggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang 
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diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin adapun fungsi lain yaitu sebagai 
penertib dan sebagai pengatur, agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan 
satu sama lain. Secara teoritis, fungsi perizinan sebagai instrumen rekayasa 
pembangunan maksudnya bahwa pemerintah dapat membuat regulasi dan 
keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan social ekonomi 
demikian sebaliknya dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan. 
Izin di tentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah 
jika izin di maksudkan sebagai sumber pendapatan akan memberikan 
dampak negative bagi pembangunan. Di sisi lain jika prosedur dilakukan 
dengan cara-cara yang tidak transparaan maka tidak ada kepastian hukum, 
berbelit-belit, dan hanya dilakukan dengan cara tidak sehat.20 Semakin 
mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian izin maka semakin tinggi 
potensi perizinan menjadi rekayasa pembangunan. 
Setelah memiliki Amdal, wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan 
persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dari berbagai hal 
yang berkaitan dengan perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak 
pihak adalah soal kepastian hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu 
mendapat perhatian serius, izin merupakan keputusan pemerintah di 
lapangan hukum publik maka dapat serta merta mudah berubah atau ditarik 
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 Helmi.2012.Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafindo,Jakarta.hlm.81-82. 
29 
 
begitu saja.21 Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin 
lingkungan. Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ditentukan, izin lingkungan dapat di batalkan apabila 
(pasal 37 ayat (2))  
a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung 
cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidak benaran 
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. 
b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum 
dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau 
rekomendasi UKL-UPL.,atau 
c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL 
tidak dilaksanakan oleh penaggung jawab usaha dan atau 
kegiatan. 
Pasal 38 menentukan, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui 
keputusan. Ketentuan yang juga penting mengenai perizinan bidang 
lingkungan hidup adalah pasal 123, yakni Segala izin dibidang pengelolaan 
lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau 
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bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam 
izin lingkungan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.     
 
 
c.Muatan Izin Lingkungan 
Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a) Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; 
b) Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri gubernur, 
atau bupati/walikota; dan  
c) Berakhirnya izin lingkungan.  
d) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan wajib memiliki 
izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis 
izin PPLH 
e) Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin 
usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin lingkungan berlaku 
selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak 
ada perubahan dan tidak dicabut; Pasal 48 PP 27 tahun 2012 Izin 
lingkungan. 
f) Mengawasi ketaatan terhadap izin lingkungan 
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g) Pengawasan berwenang melakukan: pemantauan, meminta 
keterangan, membuat salinan dokumen yang diperlukan, memasuki 
tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil 
sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat 
transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran. 
d.Kewajiban Pemegang Izin 
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan, Pemegang izin lingkungan 
berkewajiban untuk : 
1) Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin 
lingkungan; 
2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap 
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, 
Gubernur, atau bupati/wali kota; dan  
3) menyediakan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan 
hidup sesuai ketentuan PUU; 
4) Laporan disampaikan secara berkala setiap enam bulan. (Pasal 53 
PP 27 Tahun 2012 Izin lingkungan).  
5) Perubahan Izin Lingkungan Hidup  
6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan 
permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau 
kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan 
untuk dilakukan perubahan. 
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7) Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dialami meliputi: 
8) Kepemilikan usaha dan/atau kegiatan 
9) Perubahan pengelolaan dan pematauan lingkungan hidup  
10) Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus 
memenuhi kriteria: 
11) Adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang 
berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 
12) penambah kapasitas produksi; 
13) Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 
14) perubahan sarana usaha; 
15) perluasan lahan dan bangunan usaha; 
16) perubahan waktu atau durasi operasi usaha; 
17) Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin 
lingkungan kawasan; 
18) terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka 
peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
dan/atau 
19) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat 
peristiwa  alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu 





e.Pencabutan dan sanksi Izin Lingkungan 
Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan 
berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit 
lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau Rencana usaha dan/atau 
kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak 
diterbitkannya izin lingkungan (Pasal 50 PP 27 Tahun 2012 Izin lingkungan). 
Pembekuan Izin “penjatuhan pembekuan izin dilakukan apabila tidak 
melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah”. 
Pencabutan Izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti 
melanggar persyaratan dalam izin dan/atau tidak ada kemauan untuk 
menaati izin dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak 
dapat dipulihkan. 
Sanksi Teguran Tertulis Diterapkan :  
1. Pelanggarannya belum berpotensi menimbulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan. 
2. Tidak memenuhi perintah peringatan sebanyak dua kali. 
3. Melampaui baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku 
mutu gangguan 
4. Tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang tercantum dalam persyaratan izin lingkungan. 
5. Kapan Sanksi Paksaan Pemerintah Diterapkan: 
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6. Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam teguran tertulis 
dan sudah menimbulkan pencemaran. 
7. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang didalam izin. 
Bentuk sanksi:  
1. Penghentian sementara kegiatan produksi 
2. pemindahan sarana produksi 
3. penutupan saluran pembuangan. 
4. Pembongkaran  
5. Penyitaan  
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan 
7. tindakan lain untuk menghentikan dan memulihkan. 
8. Implikasi Hukum Apabila Sanksi Paksaan Pemerintahan tidak 
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan: 
a. Dapat dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan (Pasal 
79 UU 32 Tahun 2009) 
b. Dapat dikenakan denda administrasi atas setiap keterlambatan 
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (Pasal 81 UU 32 Tahun 
2009) 
c. Dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak satu 
miliar rupiah (Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009) 
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d. Dapat dipidana sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009 
Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan & bahaya kesehatan manusia. 
f.Dasar Hukum Izin Lingkungan 
1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28 H Ayat (1) Dan Pasal 33 
Ayat (4). 
2. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
3. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
4. Peraturan Pemerintah No.  27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2013 tentang Tata 
Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 
Serta Penerbitan Izin Lingkungan  
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.147/MENKES/PER/2010 tentang 
Perizinan Rumah Sakit 
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.43 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (Laporan 
Pelaksanaan Izin Lingkungan) 
8. Peraturan Menteri No.17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan 





a. Pengertian pengawasan 
Mengenai definisi pengawasan dari segi tata bahasa, istilah 
pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah awas 
sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja,dalam 
arti melihat sesuatu dengan seksama. Dalam memberikan definisi atau 
batasan tentang pengawasan tidaklah mudah. Menurut S.P.Siagian, 
pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 
yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya sedang menurut Sarwoto definisi pengawasan adalah 
kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 
dikehendaki. Definisi pengawasan dari Soekarno K sebagai berikut 
pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang 
harus di kerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang 
harus diselenggarkan sejalan dengan rencana.22 
Pengawasan, pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan 
hukum lingkungan secara preventif, yaitu upaya mewujudkan atau 
merealisasikan Planningnya seperti yang tertuang dalam ketentuan-
ketentuan dibidang lingkungan hidup,Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-
undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: 
“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. “Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan: “Menteri, gubernur, atau 
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M,Victor Situmorang dan jusuf juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam 
Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.RINEKA CIPTA,Jakarta. hlm.17 
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bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 
pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Pada ayat (3), 
dikatakan: “Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional.” 
Selanjutnya dalam Pasal 72 UUPPLH ditegaskan bahwa “Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 
melakukan pengawasan ketaatan penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap izin lingkungan.”Penjelasan pasal ini menyatakan “cukup jelas”. 
Namun demikian, dapat dipahami bahwa izin lingkungan “yang dimaksud 
ialah syarat-syarat yang dicantumkan dalam izin usaha tertentu yang 
merupakan bagian bagian tak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, harus 
dilakukan secara integral oleh pemegang izin yang bersangkutan dalam 
menjalankan usaha/kegiatannya. Pelaksanaan syarat inilah yang harus 
diawasi agar benar-benar dipenuhi oleh pemegang izin tersebut. 
Pada Pasal 73 ditegaskan bahwa “Menteri dapat melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah 
menganggap terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup”, kiranya perlu dipahami bahwa sebaiknya 
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Menteri bukan saja dapat melakukan “harus” melakukan pengawasan dalam 
bentuk dan mekanisme tertentu agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam 
rangka pengawasan tersebut. 
Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menetapkan bahwa: pejabat pengawas lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:  
a. melakukan pemantauan;  
b. meminta keterangan;  
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan 
yangdiperlukan;  
d. memasuki tempat tertentu;  
e. memotret;   
f. membuat rekaman audiovisual;  
g. mengambil sampel;  
h. memeriksa peralatan;  
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau  
j. menghentikan pelanggaran tertentu.  
Jadi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 74 ayat (1) Undang-
undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pengawas 
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lingkungan hidup sebagai pejabat profesional yang ditunjuk/diangkat oleh 
menteri, gubernur, atau pun oleh bupati/walikota memiliki wewenang yang 
cukup luas, termasuk dapat melakukan tindakan administratif berupa 
“menghentikan pelanggaran tertentu.” Selanjutnya Pasal 74 ayat (2) Undang-
undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan 
“dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat 
melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.” Pada 
ayat (3) dinyatakan: “penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang 
menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.”23 
b.Macam-Macam Pengawasan 
Adapun macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya yakni: 1. 
Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
a) pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 
pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 
memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan menerima 
laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksanaan, hal ini 
dilakukan dengan inspeksi. 
b). Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari   
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun 
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 Yunus Wahid,2014, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar,hlm.210-212 
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tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 
sebagainya. 
2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif  
a. pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum 
pekerjaan dimulai misalnya dengan mengadakan 
pengawasan terhadap persiapan-persiapan,rencana kerja, 
rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan 
sumber-sumber lain. 
b. pengawasan represif dilakukan melalui post-audit, dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), 
meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 
a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dalam organisasi itu sendiri.  
b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat diluar organisasi itu sendiri.24 
Dari berbagai definisi dan macam-macam pengawasan dapat 
disimpulkan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dan 
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Victor M. Situmorang, op.cit,hlm.27-29 
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berpengaruh besar dalam jalannya suatu organisasi atau 
pemerintahan, apa lagi untuk suatu Negara yang sedang berkembang 
atau membangun. Setelah dilakukan Planning atau rencana-rencana 
dan akan direalisasikan maka pengawasan sangat berperan 
didalamnya. 
c.Maksud dan tujuan pengawasan 
Adapun maksud pengawasan menurut Leonard D.White bahwa 
untuk menjamin kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah 
dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat, untuk 
melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang-
undang dari pada tindakan penyalagunaan kekuasaan, di sisi lain 
menurut Arifin Abdul Rachman maksud pengawasan adalah:  
a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga 
dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta 
mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah 
d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan 
apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut 
sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.25 
Sebelum terlalu jauh kembali ditekankan bahwa istilah pengawasan 
biasanya digunakan untuk menunjuk kepada apa yang hendak dicapai oleh 
pengawas.Dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah setiap 
usaha atau tindakan serta kegiatan untuk mengukur sejauh mana 





pelaksanaan tugas yang diberikan atau dibebankan dapat sesuai tujuan dan 
sasarannya. 
Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan 
adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pejabat pengawas 
lingkungan hidup dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk 
mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui dan menilai kenyataan 
yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai 
dengan semestinya atau tidak. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor.15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
dikemukakan pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan 
pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pengawasan 
mencakup fungsi Controlling yakni agar seluruh aspek penyelenggaraan 
manajemen berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, 




1) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan 
berwibawa yang didukung oleh suatu sistem menajemen 
pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta 
ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan 
terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang (kontrol 
sosial) objektif, sehat serta bertanggung jawab. 
2) Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur 
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya 
kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, 
tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa 
bersalah dan aras berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat 
hal-hal yang tercela terhadapa masyarakat dan ajaran agama. 
Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk: 
a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, 
kebijaksanaan dan perintah 
b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan  
c) Mencegah pemborosan, dan penyelewengan 
d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau 
jasa yang dihasilkan 
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e) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 
organisasi.26 
d.Dasar Hukum Pengawasan 
1. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XII bagian kesatu Pasal 71 
sampai dengan Pasal 74. 
2. Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2001 tentang 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah  
3. Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup No.56 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Umum Pengawasan Izin Lingkungan 
4. Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup No.57 Tahun 2002 tentang 
Tata Kerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
5. Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup No.58 Tahun 2002 tentang 
Tata Kerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 
Propinsi/Kabupaten Kota 
6. Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Dan Perlindungan 
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
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M,Victor Situmorang dan jusuf juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam 
Lingkungan Aparatur Pemerintah, PT.RINEKA CIPTA,Jakarta. hlm.22 
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7. Keputusan Menteri  Lingkungan Hidup No.7 Tahun 1999 tentang 
Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah 
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.2 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Sanksi Administrasi 
9. Keputusan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan, 
KepolisianNo.KEP04/MENLH/04/2004,KEP208/A/J.A/04/2004,KEP-
19/N/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (Satu 
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Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi  di Badan Lingkungan 
Hidup Daerah kota Makassar dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi 
Sulawesi Selatan penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan efisiensi dan 
kemudahan dalam mendapatkan sumber data, serta sebagai instansi yang 
diberi kewenangan melakukan pengawasan.  
B.Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian lapangan (field Research) 
Wawancara (Interview) merupakan bentuk pengumpulan data yang 
dilakukan penulis berupa suatu Tanya jawab langsung dengan 
aparatur yang terkait. 
2. Studi Pustaka (Literature Research) 
Merupakan pengumpulan data dimana penulis dapat mengkaji 
literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat 
guna memperoleh kepastian data yang ditunjang oleh pendapat ahli. 
C.Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data, Berdasarkan perolehannya penulis membagi dua jenis data  
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a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak responden 
b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari 
literature yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, 
tulisan, berita, aturan Operasionaldan data yang lainnya. 
2. Sumber Data  
a. Responden (wawancara) kepada:    
 Staf bidang Izin lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kota Makassar  
 Pejabat pengawas Bidang IV Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
b. Dokumen  
Berupa buku-buku, tulisan-tulisan, dan data lainnya yang terkait 
dengan pengawasan izin lingkungan Rumah Sakit Awal Bros kota 
Makassar. 
D.Metode Analisis 
Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, 
yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan objek penelitian serta 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.Pelaksanaan wewenang pejabat pengawas lingkungan 
Pengawasan terhadap pemberi izin merupakan pengendalian untuk 
mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Pejabat/petugas  
pengawas lingkungan hidup mempunyai kewenangan  untuk pemantauan 
usaha dan/atau kegiatan yang potensi mencemari/merusak lingkungan, 
meminta keterangan pihak penanggung jawab kegiatan, membuat salinan 
dari dokumen/membuat catatan, memasuki tempat tertentu yang diduga 
sebagai penyebab pencemaran/perusakan LH, mengambil contoh, 
memeriksa peralatan/instalasi dan atau alat transportasi, meminta 
keterangan pihak-pihak terkait dengan objek pengawasan. Dengan uraian 
sebagai berikut :     
1. Melakukan pemantauan 
Dengan menuju lokasi pengawasan yaitu Rumah Sakit Awal Bros.  
2. Meminta keterangan 
Dengan mengadakan pertemuan sebelum dan sesudah melakukan 
pengawasan kepada pimpinan serta seluruh perangkat di Rumah sakit 
Awal Bros.  
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3. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang 
diperlukan 
Dengan memeriksa dokumen izin lingkungan : 
- Izin pembuangan limbah B3 
- Izin TPS 
- Izin Insenarator (Operasional) 
- AMDAL 
4. Memasuki tempat tertentu  (lokasi yang ditunjuk dalam SK pemberi 
izin) dan Memeriksa peralatan seperti 
a. laboratorium rumah sakit  
b. Ruang radiologi  
c. Ruang perawatan  
d. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 
e. Insenarator 
f. Tempat Pembuangan Sampah (LB3) 
5. Memotret dan membuat rekaman audiovisual dan mengambil sampel 
6. Memeriksa instalasi, dan atau transportasi 
7. Menghentikan pelanggaran tertentu 
Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang diperoleh bahwa 
Rumah Sakit Awal Bros tidak taat maka selanjutnya dilakukan 
pembinaan interen atau tidak boleh disebar luaskan. 
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sesuai dengan kandungan Pasal 74 Ayat (1) UUPPLH selanjutnya 
Penanggung jawab usaha wajib memenuhi permintaan petugas pengawas, 
asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
B.Pelaksanaan pengawasan izin lingkungan Rumah sakit Awal Bros 
Makassar. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada proses 
pelaksanaan pengawasan dan  hasil evaluasi pengawasan oleh Badan 
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Lingkungan 
Hidup Daerah Kota Makassar dengan mengacu pada Izin lingkungan Rumah 
sakit Awal Bros (AMDAL) dengan No.persetujuan 
660.1/40/S.Kep/BLHD/XII/2009 tertanggal 02 Desember 2009 yang di setujui 
oleh BLHD Kota Makassar.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu 
pejabat pengawas lingkungan hidup (Muli, 19 Desember 2014 pukul 02.48. 
Makassar.) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
bahwa tahapan atau proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 
sebagai berikut : 
TAHAPAN PERSIAPAN 
1. Penyiapan kelengkapan administrasi 
2. Mempelajari peraturan/dokumen/referensi terkait 
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3. Menyiapkan perlengkapan 
TAHAPAN PELAKSANAAN 
1. Menunjukkan surat tugas dan kejelasan maksud dan tujuan 
pengawasan 
2. Pertemuan pendahuluan (perkenalan, jadwal, permasalahan, 
lingkup pengawasan, dll ) 
3. Pemeriksaan lokasi usaha/kegiatan (aspek kebijakan, struktur 
organisasi, perencanaan penataan, pelaporan kegiatan, kondisi 
umum fisik kegiatan, perubahan – perubahan ) 
4. Wawancara (cara bertanya, cara mendokumentasikan jawabannya, 
lainnya ) 
5. Pengambilan sampel 
6. Pengambilan gambar/foto/video. 
7. Dokumentasi ( buku catatan lapangan, barang cetakan, salinan 
catatan, data rahasia ) 
8. Pertemuan penutup 
EVALUASI (periksa kembali kelengkapan data dan fakta) 
PELAPORAN 
1. Disajikan secara jelas 
2. Harus akurat, aktual dan faktual 
3. Fokus pada tujuan pengawasan 
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4. Bukan merupakan pendapat, pandangan atau asumsi pribadi  
5. Di dukung dengan data atau bukti yang akurat dan factual  
6. Dokumen pendukung disebutkan secara jelas  
7. Gaya penulisan/bahasa mudah dimengerti dan informatif     
LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 
a. Laporan pengawasan lingkungan hidup dengan format baku 
(lampiran II Kepmen LH No.56 tahun 2002) 
b. Berita acara kegiatan dalam pengawasan lingkungan hidup 
(misalnya pengambilan sampel, pengambilan foto, pelaksanaan 
pengawasan) 
c. Berita acara penolakan setiap jenis kegiatan pengawasan yang 
ditolak oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (jika ada)     
Adapun perincian hasil pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan di 
Rumah Sakit Awal Bros seperti berikut: 
HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENATAAN 
Periode 1 Juli 2012 – 30 Juni 2013 
Nama Perusahaan : RS.Awal Bros (PT.Makassar Global Awal Bros) 
Jenis Industri  : Rumah Sakit  







DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN 
No. Kewajiban 
penanggung jawab 
usaha sesuai PP 
No.27 tahun 2012 
Penaatan Keterangan 
1 Memiliki dokumen 
lingkungan/izin 
lingkungan 
Taat -Memiliki dokumen AMDAL 
dengan No.persetujuan 
660.1/04/S.Kep/BLHD/XII/2009 
tertanggal 02 Desember 2009 














udara & pengelolaan 
LB3 
Tidak taat -Belum melaksanakan 
ketentuan secara rutin 
pelaksanaan RKL-RPL 
A.RS.Awal Bros merupakan 
Rumah Sakit yg menyediakan 
pelayanan medic dgn berbagai 
fasilitas penunjang. Ruang 
rawat inap yang tersedia 
sebanyak 140 tempat tidur, 3 
kamar operasi, dan berbagai 
instalasi kelengkapan rumah 
sakit lainnya. 
B.Belum melaksanakan 
pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan sesuai dengan 








air,udara dan LB3) 
Tidak taat Belum melaporkan secara rutin 
pelaksanaan RKL-RPL ke 
BLHD kota Makassar dan 
BLHD Prov.sulawesi selatan. 
Sumber: BLHD Prov.Sul-Sel 
Dalam hal dokumen RS.Awal Bros taat yaitu dengan Memiliki 
dokumen AMDAL dengan No.persetujuan 660.1/04/S.Kep/BLHD/XII/2009 
tertanggal 02 Desember 2009 yang disetujui oleh BLHD kota Makassar. 
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tetapi dalam melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin 
lingkungan dan melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin 
lingkungan tidak taat seperti Belum melaksanakan ketentuan secara rutin 
pelaksanaan RKL-RPL seperti: RS.Awal Bros merupakan Rumah Sakit yang 
menyediakan pelayanan medic dengan berbagai fasilitas penunjang seperti 
Ruang rawat inap yang tersedia sebanyak 140 tempat tidur, 3 kamar operasi, 
dan berbagai instalasi kelengkapan rumah sakit lainnya. 
TABEL II   
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 
No Pengelolaan limbah cair Penaatan Keterangan 






Tidak taat Sementara dalam pengawasan 
pembuangan limbah cair (IPLC) 
ke BLHD Kota Makassar dgn 
No.110/RSABM/DIR/EXT/III/2013 
tanggal 7 Maret 2013, tetapi 
kualitas air limbah belum 
memenuhi baku mutu yg 
ditetapkan 
2 Ketaatan terhadap titik 
penataan pemantauan  
0% Terdapat 1 titik penataan dan 
belum dilakukan pemantauan 
3 Ketaatan terhadap 
parameter baku mutu 
0% Belum taat terhadap parameter 
uji baku mutu  
4 Ketaatan terhadap 
pelaporan  
0% Belum pernah melakukan 
pelaporan 
5 a.Ketaatan terhdap 









Belum ada data 
 
 
-Dilakukan pengambilan sampel 
air limbah untuk pengujian 
PH,BOD,COD,TSS 
-Parameter TSS melewati baku 
mutu 
6 Ketaatan terhadap 
ketentuan teknis  
Tidak taat Tidak memenuhi aspek teknis 
(memiliki IPAL namun tidak 
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dilengkapi dengan flow meter, 
PH harian) 
Sumber: BLHD Prov.Sul-Sel 
Izin pemanfaatan air limbah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota 
berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 Pasal 36 ayat (1) dan (2), pemohon izin 
pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan lebih dahulu 
melakukan kajian untuk mengetahui pengaruh aplikasi air limbah pada tanah 
terhadap ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan 
kesehatan masyarakat. Bupati/Walikota dapat mengeluarkan izin 
pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah jika berdasarkan evaluasi 
oleh Bupati/Walikota, pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah layak 
lingkungan. Adapun sanksi administrasi yang dapat dikenakan seperti 
peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin, 
berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 Pasal 24 ayat (1)  yaitu wajib membayar 
retribusi. Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, 
perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, titik penataan, parameter 
baku mutu, pemenuhan baku mutu limbah dan ketentuan perundang-
undangan lingkungan yang berlaku. 
Tindak lanjut yang harus dilakukan 
1. Perusahaan wajib menindak lanjuti izin pembuangan limbah cair yang 
telah di mohonkan kepada BLHD kota Makassar. 
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2. Perusahaan wajib menjaga kualitas air limbah sebagaimana yang telah 
diatur dalam peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.69 Tahun 2010 
tentang Baku Mutu Dan Kriteria Kerusakan Lingkungan. 
3.Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan sesuai 
jumlah parameter yang di persyaratkan dalam baku mutu air limbah lampiran 
II D Pergub Sul-Sel No.69 Tahun 2010, dan memeriksanya kepada 
laboratorium terakreditasi atau laboratorium rujukan gubernur. 
4.Perusahaan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengujian 
kualitas air limbah, setiap 3 bulan sekali kepada BLHD Kota Makassar, BLHD 
Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Lingkungan Hidup. 
5.Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan 
debit, atau kualitas limbah harian. 
TABEL III 
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 
No Pengendalian pencemaran 
udara 
Penaatan Temuan 
1 Ketaatan terhadap titik 
penataan pemantauan 




2 Ketaatan terhadap pelaporan 0% Tidak melaporkan 
hasil pemantauan dan 
pengujian emisi 
3 Ketaatan terhadap parameter 
baku mutu emisi 
0% Tidak taat terhadap 
parameter baku emisi 
4 Ketaatan terhadap 
pemenuhan baku mutu emisi 





5 Ketaatan terhadap ketentuan 
teknis yang dipersyaratkan 
Tidak taat Tidak memenuhi 
ketentuan teknis 
berdasarkan Kepdal 
205 tahun 1996 
Sumber: BLHD Prov.Sul-Sel 
Pelanggaran diatas akan berdampak negatif seperti tidak melaporkan 
hasil pemantauan dan pengujian emisi, tidak taat terhadap parameter baku 
emisi, tidak pernah melakukan pengujian emisi yang memiliki akibat 
pencemaran udara seperti  
a. gangguan kesehatan manusia 
b. matinya hewan karena tercemar udara serta tercemarnya makanan 
c. kematian tanaman, terlambatnya pertumbuhan, turunnya hasil 
produksi pertanian      
Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, 
perusahaan tidak taat terhadap pemenuhan titik penataan, pemantauan, 
pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan 
teknis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
Tindak lanjut yang harus dilakukan  
1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan emisi genset yang aktif 
mengacu peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2009. 
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2. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi 
baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Perusahaan wajib melakukan pengukuran kualitas udara ambien 
sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai PP No.41 Tahun 1999 
tentang pengendalian pencemaran udara. 
4. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengendalian emisi 
udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien 
sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada BLHD Kota Makassar, 
BLHD Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Lingkungan Hidup. 
Pengolahan limbah B3 RS.Awal Bros telah memiliki surat izin 
penyimpanan sementara limbah B3 dengan No.surat 
660.3/21/Kep/BLHD/VII/2012 ditetapkan tanggal 10 Juli 2012 dengan masa 
berlaku 5 tahun  Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam 
pasal 59 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan 
yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 
pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. 
Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang 
menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang 
dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri 
pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 
Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri,gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri,Gubernur, atau 
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Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan 
kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam izin. 
TABEL IV 
Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 














3 Genset Oli bekas  400 L/tahun Drum 0,4 
ton/tahun 













































-Larutan bekas  
 
-Kemasan 












7 Apotik Residu produk 
farmasi 
- - - 
Sumber: BLHD Prov.Sul-Sel 
Sumber limbah bahan berbahaya seperti limbah medis, sludge IPAL, 
limbah laboratorium menyumbang pencemaran yang cukup besar atau 
kisaran ton/tahun serta pengolahan limbah B3 yang diserahkan ke pihak 
ketiga tidak berijin atau limbah yang belum dikelola secara umum sesuai 






Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga 
Kriteria Taat  Tidak 
taat 
Keterangan  
Pihak ketiga menerima limbah B3 
memiliki izin yang sesuai ketentuan 
….   Diserahkan ke 
pengumpul yang 
tidak berijin 
Pengangkutan limbah B3 
memenuhi ketentuan yang berlaku 
….   Tidak memenuhi 
ketentuan yang 
berlaku 
Manifest dan pengelolaan manifest 
sesuai dengan ketentuan  
….   Tidak memenuhi 
ketentuan yang 
wberlaku 
Sumber: BLHD Prov.Sul-Sel  
Dari table hasil pengawasan diatas ditemukan pelanggaran dalam 
pengelolaan limbah B3 bahwa limbah B3 Rumah Sakit Awal Bros diserahkan 
ke pihak ke 3 yang tidak berijin, pengangkutan limbah B3 tidak memenuhi 
ketentuan yang berlaku Atau dengan kata lain perusahaan tidak melakukan 
penataan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan  ketentuan yang berlaku dan 
persyaratan  dalam izin. 
Tindak lanjut yang harus dilakukan 
1. wajib memenuhi ketentuan teknis tempat penyimpanan sementara 
limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam 
Kep.Ka.Bapedal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 Tentang 




2. Wajib memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak 
ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam 
pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. 
4. Wajib melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap 
seluruh limbah B3 yang dihasilkan 
5. Wajib melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 
dan persyaratan dalam izin. 
6. Wajib melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 
sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang 
dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, 
neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan 
secara periodik kepada BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
tembusan ke Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan 
Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
Dan Sampah; d/a. ; Gd.C Lt.2, Jln.D.I.Panjaitan Kav.24, Kebon 
Nanas, Jakarta Timur-13410, dann BLHD Kota Makassar. 
 Hasil evaluasi pengawasan kinerja penataan Rumah Sakit Awal Bros 
Makassar diatas dan mengacu pada izin lingkungan yang dimiliki dengan 
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Nomor : 660.1/04/S.Kep/BLHD/XII/2009 tentang Kelayakan Lingkungan 
Hidup Rencana Pembangunan Rumah Sakit Global  Awal Bros Jalan 
Urip Sumoharjo Makassar dapat dilihat bahwa Keputusan Kepala Badan 
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Sakit Global Awal 
Bros  
Pertama : Memberikan persetujuan terhadap Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 
(RPL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Global Awal Bros 
Makassar. 
Kedua : Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan Rencana Pembangunan 
Rumah Sakit Global Awal Bros Makassar wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Peruntukan bangunan tidak boleh dialih fungsikan dari Rumah Sakit 
menjadi peruntukan lain; 
2. Memelihara jalan dan memperbaiki ruas jalan yang mengalami 




3. Pengangkutan peralatan dan alat berat harus sesuai dengan SOP dan 
memasang rambu atau papan pengumuman kurang lebih 100 m dari 
akses keluar masuk dan bilamana kegiatan pengangkutan dilakukan 
hingga malam hari maka sekitar titik akses keluar masuk kendaraan 
proyek dipasangkan lampu penerangan berwarna kuning dan 
dilengkapi dengan lampu penerangan jalan; 
4. Memprioritaskan penduduk yang bermukim disekitar lokasi proyek 
untuk diterima sebagai tenaga kerja baik pada tahap konstruksi 
ataupun pada tahap opersional sesuai latar belakang pendidikan, 
kemampuan serta memberikan upah sesuai standar minimum UMP 
yang berlaku untuk Propinsi Sulawesi Selatan dan asuransi kesehatan 
(jamsostek); 
5. Menggunakan kendaraan yang layak pakai yang sesuai dengan 
kemampuan tekanan gandar jalan yang dilalui dan membatasi 
kecepatan kendaraan angkutan maksimum 40 km/jam dengan voice 
control (alat peredam suara) pada knalpot mobil truck yang melewati 
pemukiman penduduk;    
6. Mewajibkan para pekerja untuk menggunakan peralatan K3 sesuai 
dengan Prosedur Oerasional Baku (Standard Operating Procedure) 
pada saat melakukan aktifitas; 
7. Pemasangan jaring pada sekeliling bangunan mulai lantai 2 ke atas; 
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8. Melakukan penyiraman pada lokasi kegiatan secara berkala pada saat 
kegiatan pembongkaran bangunan lama, pada jalan yang dilalui 
khususnya yang berdekatan langsung dengan pemukiman penduduk 
dan pada kegiatan pekerjaan struktur bangunan; 
9. Melakukan pemisahan antara sampah basah dan sampah kering 
untuk limbah domestik yang dihasilkan dari operasional rumah sakit 
kemudian dikemas dalam wadah tertutup, sampah organik yang 
mudah membusuk harus diangkut secara teratur ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) serta menyediakan gambar yang 
menunjukkan lokasi kantong sampah disetiap bangsal dan bagian 
rumah sakit; limbah klinis harus dikelola sesuai karakteristiknya 
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undanganyang 
berlaku yaitu memberikan pengkodean berdasarkan warna yaitu 
kontainer limbah yang bersifat infeksius dimasukkan pada wadah 
berwarna kuning dengan symbol biohazard, bersifat toksit kedalam 
kantong plastic warna ungu, berbentuk benda tajam ditampung dalam 
wadah yang kuat agar tahan terhadap benda tajam kemudian 
dimasukkan ke dalam kantong warna kuning; 
10. Mengalirkan limbah cair yang dihasilkan dari unit-unit kegiatan 
penghasil limbah cair melalui jaringan air limbah ke Instalasi 




11. Menampung oli bekas pada drum khusus, kedap air dan tertutup serta 
diberi lambang B3 dan didistribusikan ke pihak ketiga yang memiliki 
legalitas sebagai perusahaan penampungan ali bekas; 
12. Memasang filter pada cerobong asap untuk membuang gas polutan 
genset, exhaust fan; 
13. Ruang radiologi dirancang secara spesifik dengan ketentuan khusus 
untuk melindungi petugas dari zat radioaktif serta melakukan 
penanganan limbah radioaktif sesuai dengan SOP; 
14. Membentuk suatu divisi/bagian dalam struktur organisasi yang khusus 
menangani masalah lingkungan. 
15. Menyediakan lahan parker secara proporsional sesuai dengan luas 
bangunan untuk menampung kendaraan karyawan dan costumer; 
16. Menyediakan alat pemadam kebakaran secara proporsional di tempat-
tempat yang strategis; 
17. Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman 
penghijauan di lokasi bangunan yang dapat menyerap polutan dan 
memilki nilai estetika; 
18. Membaut sumur resapan yang berfungsi sebagai re-charge ke dalam 
sistem aquifer; 
19. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL kepada 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Dinas Pemadaman 
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, Dinas 
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Kesehatan Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Dinas 
Perhubungan Kota Makassar, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 
serta pemerintah setempat minimal setiap 6 bulan sekali sejak tanggal 
ditetapkannya Keputusan ini. 
Ketiga : Pernyataan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 
(RPL) yangb menjadi Lampiran Keputusan ini merupakan 
persyaratan yang wajib ditaati oleh pemrakarsa usaha dan/atau 
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup. 
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengikuti 
Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedure) 
yang berlaku. 
Kelima : Instalasi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan 
dan kewajiban, baik yang tercantum dalam ANDAL, RKL dan 
RPL sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan 
Pembangunan Rumah Sakit. 
Keenam : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar 
perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen 
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RKLdan RPL yang telah disetujui, wajib segera dilaporkan 
kepada instalasi yang tercantum dalam diktum Kedua angka 19 
untuk di ambil langkah-langkah yang diperlukan 
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 
didalamnya akan dilakukan perbaikan sebgaimana mestinya.   
Kewajiban yang harus ditaati oleh Rumah Sakit Awal Bros sangat jelas seperti diatas, 
tetapi dari 20 (dua puluh) ketentuan kurang lebih 5 (lima) diantaranya dilanggar ini 
membuktikan penilaian peringkat perusahaan wajar saja memberikan rapor hitam.      














A. Kesimpulan  
1. Wewenang pejabat  pengawas lingkungan terhadap pengawasan izin 
lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan terhadap izin lingkungan Rumah Sakit Awal 
Bros sudah sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang, 
Pejabat/petugas pengawas lingkungan hidup mempunyai kewenangan  
untuk pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang potensi 
mencemari/merusak lingkungan, meminta keterangan pihak 
penanggung jawab kegiatan, membuat salinan dari dokumen/membuat 
catatan, memasuki tempat tertentu yang diduga sebagai penyebab 
pencemaran/perusakan LH, mengambil contoh, memeriksa 
peralatan/instalasi dan atau alat transportasi, meminta keterangan 
pihak-pihak terkait dengan objek pengawasan.  
2. Pelaksanaan pengawasan izin lingkungan Rumah Sakit Awal Bros oleh 
pejabat pengawas lingkungan hidup ditemukan bahwa Rumah Sakit 
Awal Bros tidak taat pada beberapa kewajiban seperti: 
1. Pelaksanaan ketentuan dalam dokumen izin lingkungan  
2. Pelaporan rutin pelaksanaan dokumen izin lingkungan 
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3. Kewajiban pengendalian pencemaran air di karenakan kualitas air 
limbah belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan serta belum 
pernah melakukan pelaporan 
4. Kewajiban pengendalian pencemaran udara tidak pernah 
melakukan pengujian emisi 
5. Perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun tidak memiliki izin 
penyimpanan limbah B3 sementara adapaun yang menjadi sumber 
limbah seperti limbah medis, sludge IPAL, oli bekas, aki bekas, 
lampu bekas, catridge bekas, limbah laboratorium (larutan bekas, 
kemasan bahan kimia), residu produk farmasi.  
B. Saran  
Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran berupa 
1. Pejabat pengawas lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih intensif dalam melakukan 
pengawasan tidak hanya dalam hal ini Rumah Sakit Awal Bros tapi 
semua yang menjadi kewenangan pihak BLHD atau sesering mungkin 
diadakan sidak atau inspeksi mendadak.   
2. Perlunya sosialisasi pihak BLHD kepada perusahaan tentang makna 
dan manfaat PROPER seperti : mendorong dunia usaha untuk 
komitmen perlindungan dan perbaikan hidup, menciptakan inovasi 
industry/operasional perusahaan, lingkungan, parameter control untuk 
grow dan non-grow (sustainability), eksternal control.         
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3. Sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan Rumah Sakit 
Awal Bros sudah sepatutnya pihak Rumah Sakit melaksanakan 
kewajibannya jika pihak rumah sakit mendapat kendala dapat meminta 
rekomendasi baik dari segi prosedur maupun pembinaan, dari hasil 
evaluasi pengawasan ditemukan pelanggaran dalam bidang 
Pengelolaan limbah di rumah sakit tersebut.    
4. Rumah Sakit Awal Bros memang taat dokumen dalam hal izin 
lingkungannya tetapi pelaksanaan sangat berbanding terbalik, jika 
semua kewajiban dipenuhi oleh pihak rumah sakit secara otomatis 
pada PROPER (peringkat kinerja perusahaan) RS.Awal Bros akan 
mendapat peringkat biru, hijau bahkan emas ( taat lingkungan) yang 
artinya akan menumbuhkan citra baik (naming) bukan seperti 
sekarang yang mendapat peringkat hitam dan merah (tidak taat) 










Akib, Muhammad,2014,Hukum Lingkungan Persfektif Global dan 
Nasional. Rajawali Pres: Jakarta 
Asshiddiqie, jimly, 2009, Green Constitution: Nuansa hijau Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT.Raja 
Grafindo Persada:Jakarta 
BPHN, 1977,Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup .Bina 
Cipta: Bandung 
Erwin, Muhammad, 2009, Hukum Lingkungan dalam sistem 
kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup, PT.Refika Aditama; 
Bandung. 
Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, Hukum Tata Lingkungan Edisi VII, 
GadjahMada University Press: Yogyakarta. 
Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta:Sinar Grafika) 
Husin, Sukanda ,2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar 
Grafika:Jakarta 
Marhiyanto,Bambang, ______,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , 
Media centre: Surabaya. 
73 
 
HR, Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo 
Persada: Jakarta. 
Subagyo, P.Joko, 1992, Hukum Lingkungan (masalah dan 
penanggulangannya), Rinekacipta: Jakarta 
Sunarso,Siswanto, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi 
Penyelesaian Sengketa. PT.Rineka Cipta: Jakarta. 
Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 
Sinar Grafika; Jakarta. 
Sri, Y Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, 
PT.Grasindo: Jakarta. 
Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.Raja 
Grafindo:Jakarta 
Wahidin, Samsul,2014, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 
Wahid, A.M. Yunus, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, ArusTimur: 
Makassar 
Peraturan Perundang-Undangan: 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
74 
 
Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan  
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 
Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Criteria Baku Mutu Air, Baku Mutu 






Chapter II.pdf,http;//Repository.usu.ac.id, unduh 05/11/2014. 
http://makassar.awalbros.com/index.php/rs-awal-bros-makassar.akses 
3/11/2014 
 
75 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
76 
 
 
77 
 
 
78 
 
 
79 
 
 
 
80 
 
 
 
 
81 
 
 
82 
 
 
 
83 
 
 
 
84 
 
 
